
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 56 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peratu ran Daerah ten tang Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah , serta Ta ta Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah , dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renca na Kerja 
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangka t Daerah 
dapat dilakukan apabila berdasarka n hasil evaluasi 
pelaksanaannya da lam tahu n berjalan men u njukkan 
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan 
dan rancangan Perkada tentang Peru bahan RKPD 
disampaikan kepada Kepala Daerah melalu i Sekretaris 
Daerah gu n a memperoleh persetuju an untu k ditetapkan 
menjadi Pera turan Kepala Daerah tentang 
Peru bahan RKPD ; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 
berja lan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, terdapat perubahan
peru bahan a sumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka 
pendanaan yang berdampak salah satunya terhadap 
program dan kegia tan pembangunan daerah akibat dari 
ditetapkannya peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 
disease 2019 (Pandemi Covid-19) sebagai Darurat 
Kesehatan Masyarakat di Indonesia, maka perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bu pati Tasikmalaya ten tang Peru bahan atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerj a Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahu n 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Su bang dengan mengu bah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provin si Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
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Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Peru bahan atas Peraturan Pemerin tah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 ten tang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

11 . Peratu ran Presiden Repu blik Indonesia N omor 61 
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah 
Tabu n 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 19 Nomor 174); 

12 . Pera turan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2020 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 ; 

13 . Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
at as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
supaya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahunn 2017 Nomor 1312); 

15. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
ten tang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima l (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2 020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021. 

18. Peraturan Daerah Provinsi J awa Barat N ornor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029; 

20 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 
Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat 
Bagian Selatan Tahun 20 10-2029; 

21. Peraturan Gubernur J awa Barat Nomor 79 Tahun 2010 
ten tang Petu njuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E) ; 

22. Peratu ran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4); 
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25. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya N omor 15 
Tahun 2011 ten tang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 2 

Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Rua ng Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Tasikmalaya 2011 -2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2) 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahu n 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Uru san Pemerintah yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tah Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016-202 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201 9 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20 16 ten tang 
Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah 
Tahun 20 16-202 1; 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pemben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 19 ten tang Pembentukan dan Su sunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 73 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 . 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tabun 2019 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2019 
(Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2019 Nomor 73) diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka bupa ten Tasikmalaya. 

Diundangkan . Singaparna 
pada tanggal 

DAERAH 
ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 30) .JuLil 20 ;ro) 

IKMALAYA, 

I' 
I 

E SUGIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 56-

/' 


